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ABSTRAK 

Nama : Femmi Sernitasari 

NPM : 2013310064 

Judul : Implementasi Program Penanganan Gelandangan Oleh Dinas 

Sosial Kota Bandung yang Bekerjasama Dengan Balai 

Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua-Bandung Barat 

 

Dalam mengatasi gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, Balai 

Rehabilitasi Sosial Bina Karya berperan penuh membina, merehabilitasi. Dan 

memperbaiki sikap mental gelandangan yang berada di balai agar mereka 

dapat merubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik juga dapat berfungsi 

sosial secara wajar serta mampu berperan aktif dalam kehidupan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai pelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

program penanganan untuk gelandangan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina 

Karya, dengan dilihat dari siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan 

program tersebut, siapa saja yang menjadi target dan kegiatan-kegiatan apa 

saja yang dilakukan ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. Penelitian ini perlu dilakukan karena melihat fakta di 

lapangan yang menunjukan bahwa gelandangan yang semakin berkembang. 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi di 

lapangan juga berdasarkan dokumen-dokumen resmi. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.  

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa implementasi program 

penanganan rehabilitasi untuk gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kota Bandung dan bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

kurang berjalan dengan efektif dan efisien karena terdapat kendala dan 

permasalahan seperti: (1) terdapatnya ketidaksesuaian pendapat dan persepsi 

selektif oleh para pelaksana kegiatan rehabilitasi dalam ketentuan-ketentuan 

pelaksana teknis yang telah ditetapkan, (2) tidak terdapat komando atau 

perintah yang tegas dari seorang pemimpin dan tugas yang jelas di dalam 

proses komunikasi dalam pelaksana kegiatan, dan (3) adanya gedung untuk 

keterampilan yang belum memadai, alat-alat teknis yang masih sangat minim, 

dan juga wisma untuk para warga binaan yang dirasa sangat kurang. 
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ABSTRACT 

Name : Femmi Sernitasari 

NPM : 2013310064 

Title :Implementation of handling homelessness program by 

Bandung’s Social Service in collaboration with Cisarua’s 

Rehabilitation Centre of Social Bina Karya 

 

In an effort to reslove the issue of homelessness by Bandung’s Social 

Service and Rehabilitation Centre of Social Bina Karya act fully to teach, 

rehabilitate, and improve the attitude of the vagabonds in the center so that 

they may improve their conditions of life as well as function socially. 

The purpose of this study is to obtain clearer picture of the process and the 

factors that influence the program in handling the homeless done in 

rehabilitation center of Social bina karya, by looking at the involving party of 

these program, their targets and activities carried out and examining them 

from factors such communication, resources, disposition, and bureaucracy 

structure. This study needs to be don due to the facts in the field showing the 

increasing number of homelessness. 

Based on the parameters, the study is descriptive and utilize interview, 

observation, official documents in collecting data. The collected data is 

analyzed by using qualitative research method. 

The results show that the implementation of rehabilitation of homelessness 

conducted by Bandung’s social service and its collaboration with 

Rehabilitation Centre of Social Bina Karya does not work effectively and 

efficiently due to obstacles and problems such as, (1) there is a difference in 

opinion and selective perception by the rehabilitation activity managers on 

the set of technical procedures, (2) there is no firm order or command from 

leader and no clear duty in the communication process in conducting the 

activity. As well as, (3) the facilitates for skill training are not up to standard 

or sufficient, with minimal technical equipment, not to mention the guest 

house for the vagabonds are simply not enough.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemiskinan merupakan masalah yang rumit dengan peliknya 

permasalahan tersebut seakan-akan menjadi persoalan abadi yang senantiasa 

berputar. Dampak yang ditimbulkan sangat luas dan sangat kompleks sifatnya 

mengingat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek 

psikologis, aspek sosial, budaya, aspek hukum dan aspek keamanan. Secara 

sosial ekonomi, kondisi kemiskinan yang menahun di desa maupun di kota 

dengan segala sebab dan akibatnya, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, 

penghasilan yang kurang memadai, lahan yang semakin menyempit, 

sementara jumlah penduduk desa terus bertambah dan menyebabkan 

perpindahan penduduk desa menuju kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan 

dan penghidupan yang lebih layak. 

Dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, terdapat orang-orang 

yang tersingkirkan, orang-orang yang tersingkir inilah yang kemudian 

mencoba segala daya upaya untuk tetap bertahan hidup dengan membanjiri 

sektor-sektor informal, endah dengan menjadi pemulung, pengamen, 

pengemis, gelandangan, dan lain-lain. 

Gelandangan perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai 

masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial dan 

politik yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali 

dituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu yang lain, perkembangan 
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daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan 

kemudian komunitas-komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik 

dengan kemiskinan perkotaan. 

Adanya para gelandangan memunculkan ketidakaturan sosial yang 

ditandai dengan kemerataan, ketidaknyamanan, ketidaktertiban serta 

mengganggu keindahan kota. Maka dari itu gelandangan merupakan salah satu 

pihak yang kerap dikenai efek peraturan daerah mengenai penataan kota yang 

cenderung membawa dampak yang tidak baik bagi mereka secara pribadi. 

Realitas masyarakat lapisan bawah ini merupakan golongan masyarakat yang 

tidak mempunyai pekerjaan menentu, tempat berteduh menetap, ataupun 

relasi-relasi yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Mereka acap kali 

dianggap penyebab keresahan dan kerusuhan, sampah masyarakat, pengacau 

atau perusak keindahan kota. Cerita-cerita di kampung halaman tentang 

kesuksesan perantau kerap menjadi buaian bagi putra daerah untuk turut 

meramaikan persaingan di kota besar. Beberapa di antaranya memang 

berhasil, namun kebanyakan dari para perantau kurang menyadari bahwa 

keterampilan yang dimiliki adalah modal utama dalam perantauan. Sehingga 

mereka yang gagal dalam merengkuh impiannya, melanjutnya hidupnya 

sebagai gelandangan karena merasa malu bila pulang ke kampung halaman. 

Salah satu kota yang diminati oleh para perantau untuk didatangi yaitu 

Kota Bandung. Kota Bandung pun dijadikan sebagai pusat segala aktivitas 

ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang 

berkembang di seluruh dunia, Kota Bandung juga merasakan fenomena yang 
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serupa. Perkembangan pesat, seperti berdirinya kantor-kantor, pusat 

perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya tak 

pelak mendorong urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang mempunyai 

bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin 

mereka mampu bertahan di wilayah ini. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang 

belum beruntung bukan tidak mungkin pula mereka menyambung hidupnya 

dengan menjadi gelandangan. Terhadap penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan satu ini timbul sejumlah pertanyaan siapa yang salah dan siapa yang 

bertanggungjawab mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan. 

Mengenai gelandangan, Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 

2005 telah membuat Rancangan Peraturan Daerah yang berisi tentang 

larangan penduduk untuk menjadi pengemis, pengamen, menjelaskan bahwa 

gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaaan tidak sesuai 

dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak 

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, 

Keberhasilan, dan Keindahan
1
. 

Gelandangan yang khususnya berada di Kab/Kota Bandung selama 5 

tahun terakhir jumlah gelandangan yang berhasil dirazia saat sedang operasi 

lapangan secara langsung mengalami peningkatan
2
. Namun di dalam 5 tahun 

pendataan, 2 tahun Dinas Sosial Kota Bandung tidak mendata jumlah 

                                                             
1
 Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Daerah  Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang  

Penyelenggaraan Ketertiban, Keberhasilan, dan Keindahan 
2
 Dokumen Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2016 
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gelandangan dikarenakan pada tahun itu sedang berlangsung Pemilihan 

Umum (PEMILU). 

Peran pemerintah dalam menangani masalah sosial gelandangan sangat 

penting, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 

Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Amandemen keempat. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen keempat berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini 

memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberantas 

pengangguran dan harus mengusahakan supaya setiap warga negara dapat 

memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak untuk hidup. 

Sedangkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 

keempat yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh 

negara”. Pasal tersebut memberikan pengertian pula bahwa tujuan negara 

sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, adalah negara tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya untuk 

memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. 

Sampai saat ini gelandangan dianggap sebagai perbuatan pidana. Hal ini 

tercerminkan dari bunyi Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

sebagai berikut: 

Ayat (1)  Barang siapa yang bergelandangan tanpa mata pencaharian, 

diancam karena melakukan pergelandangan dengan 

kurungan paling lama tiga bulan. 
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Ayat (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, 

yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan 

kurungan paling lama enam bulan. 

Pasal diatas jelas menganggap gelandangan sebagai suatu tindakan yang 

melanggar hukum. Akan tetapi pemerintah tidak dapat menyikapi masalah sosial 

gelandangan itu hanya dengan memberikan hukuman karena masalah sosial 

gelandangan merupakan tanggungjawab pemerintah, sesuai yang diamanatkan 

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, 

perlu adanya campur tangan pemerintah, khususnya Kota Bandung untuk 

menanggulangi masalah gelandangan di wilayah administrasinya. Salah satunya 

dapat dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan untuk menanggulangi 

masalah gelandangan tersebut. 

Semua masalah yang timbul merupakan agenda tetap pemerintah untuk 

mendapatkan penyelesaiannya dengan menuangkan melalui kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk 

menangani gelandangan sendiri juga dibuat berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yaitu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan gelandangan, antara lain; Undang-

Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah 

No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 40 Tahun 2010,  
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Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, maka Dinas Sosial Kota 

Bandung bekerja sama dengan  Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Sosial yaitu 

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK) yang khusus menangani masalah 

gelandangan, pengemis dan orang terlantar, korban trafficking, korban tindak 

kekerasan dan anak jalanan. Diharapkan nantinya dengan program-program yang 

dilakukan oleh BRSBK dapat memberikan solusi demi menekan jumlah 

gelandangan dan mengembalikan mereka untuk hidup normal dan layak di dalam 

masyarakat. 

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya memiliki warga binaan yang diterima 

dan memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial berjumlah sebanyak 30 Kepala 

Keluarga dengan total jiwa 100 orang perangkatan dan dalam satu tahun BRSBK 

melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 2 kali (angkatan). Rata-rata 

jumlah warga binaan berdasarkan usia dan jenis kelamin adalah 12-24 tahun yang 

ada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya
3
. Untuk warga binaan yang masih 

bayi dan balita rata-rata diasuh oleh orang tuanya di wisma klien, dan anak-anak 

yang berusia 6-12 tahun mereka di sekolahkan di sekitar balai disaat orang tuanya 

melakukan pelatihan. Usia warga binaan yang ada didominasi oleh laki-laki. 

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya mempunyai tujuan pelayanan yaitu untuk 

membina, merehabilitasi dan memperbaiki sikap mental para penerima manfaat, 

agar mereka dapat mengubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik, berfungsi 

sosial secara wajar serta mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.  

Gambar 1.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi BRSBK 

                                                             
3
 Dokumen Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya 
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2. IDENTIFIKASI, SELEKSI, DAN MOTIVASI 

Pelaksanaan kegiatan seleksi, identifikasi, dan motivasi awal 

bagi calon warga binaan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota 

dan Kabupaten. Hasil dari seleksi, identifikasi, dan motivasi 

calon warga binaan selanjutnya dikirim ke balai oleh Dinas 

Sosial Kota dan Kabupaten. Calon warga binaan yang 

dikirim dari Dinas Sosial Kota dan Kabupaten selanjutnya 

diseleksi ulang oleh para pekerja sosial dan seksi 

penerimaan dan penyaluran di balai untuk klarifikasi 

kesesuaian calon warga binaan dengan kriteria yang telah 

ditetapkan balai. 

3. PENERIMAAN 

Dilakukan saat pelaksanaan identifikasi, seleksi, dan 

motivasi sudah terlaksana dengan baik dan benar maka 

warga binaan yang dikirim oleh Dinas Sosial Kota dan 

Kabupaten dapat dinyatakan diterima sebagai warga binaan 

di balai. 

1. SOSIALISASI 

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka menyampaikan 

informasi tentang program dan kegiatan Balai Rehabilitasi 

Sosial Bina Karya kepada Dinas Sosial Kota dan Kabupaten 

dengan maksud dilaksanakannya sosialisasi adalah agar 

kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan 

terinformasikan dan diketahui jadwal pembinaan yang 

dilaksanakan oleh balai. 

4. ASSESMENT 

Assesment terhadap warga binaan dilakukan untuk 

mengetahui tentang latar belakang, kebutuhan, bakat 

dan minat, kemampuan, kemungkinan pengembangan 

serta permasalahan yang dialami oleh warga binaan 

sebelum maupun setelah menjadi warga binaan di balai. 
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5. PELAKSANAAN PERNIKAHAN 

 

Selama warga binaan mengikuti pelayanan 

rehabilitasi sosial di balai sebagai salah satu bentuk 

pembinaan yang dilaksanakan adalah dilakukannya 

pernikahan warga binaan secara syah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Maksud dari pelaksanaan pernikahan ini adalah 

sebagai salah satu bentuk pembinaan warga binaan 

untuk memiliki status pernikahan yang syah dan 

resmi secara agama dan negara sehingga mereka 

dapat menjalankan kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang 

berlaku.  

6. PENYALURAN 

Kegiatan penyaluran yang dilakukan terhadap warga 

binaan diawali dengan diberikannya bahan kontak 

pembinaan lanjut untuk dapat dimanfaatkan oleh eks 

warga binaan dalam kehidupannya sehari-hari setelah 

keluar dari balai sebagai modal untuk melakukan 

usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai 

sumber mata pencahariannya. 

7. PEMBINAAN LANJUT 

Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

kepada klien yang telah dikembalikan ke daerah asal 

untuk mengetahui sejauh mana perkembangan eks 

klien setelah yang bersangkutan selesai mengikuti 

pelatihan dan pelayanan rehabilitasi di BRSBK 
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Teori George C. Edwards III, mengemukakan implementasi dapat dimulai dari 

kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah faktor-faktor yang 

menghambat implementasi tersebut. Menurutnya ada empat elemen dalam 

kebijakan publik yaitu komunikasi (communication), Sumber Daya (resources), 

sikap (dispositions or attitudes), dan struktur birokrasi (bureucratic structure). 

Yang dimana elemen tersebut jika dikaitkan dengan studi kasus peneliti terdapat 

kecocokan dengan masalah yang terdapat dalam mengatasi gelandangan. 

Elemen yang pertama adalah komunikasi, dimana komunikasi harus 

dijalankan dengan efektif dan efisien sehingga para pelaksana dapat menjalankan 

tugas-tugasnya dengan baik dan mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan 

dalam menjalankan perannya masing-masing. Masalah yang terjadi pada faktor 

komunikasi sekarang ini adalah minimnya komunikasi dan koordinasi antara 

pihak-pihak pemegang kepentingan dan petugas, sehingga timbulnya banyak 

persepsi dari satu sumber. 

Kemudian faktor kedua adalah sumber daya, dimana sumber daya menentukan 

keberhasilan suatu implementasi dan harus dijalankan dengan baik karena sumber 

daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana suatu program. Masalah yang 

terjadi pada faktor sumber daya sekarang ini adalah kurangnya fasilitas yang 

tersedia untuk para warga binaan di BRSBK, yang dimana fasilitas adalah suatu 

wadah untuk menampung masalah-masalah yang terjadi atau untuk wadah 

merehabilitasi dan membina warga binaan baik berbentuk tempat penanggulangan 

atau sumber daya manusianya. 
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Faktor yang ketiga adalah disposisi, dimana disposisi merupakan salah satu 

faktor yang sama penting dengan faktor lainnya untuk menentukan suatu 

keberhasilan dalam implementasi. Yaitu adanya kerja sama antara pembuat 

kebijakan dengan aktor pelaksana kebijakan sehingga implementasi dapat berjalan 

dan tepat sasaran. Faktor yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi, dimana 

faktor struktur birokrasi merupakan prosedur wajib dalam setiap organisasi. Agar 

setiap aktor pelaksana kebijakan dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya 

masing-masing demi mencapai tujuannya. 

Keberhasilan atau kegagalan program dapat di teliti dari pelaksanaan program 

di lapangan (proses), pelaksanaan program itu sendiri pada gelandangan. Program 

yang berhasil secara ideal adalah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam program itu sendiri. Namun adakalanya program itu tidak selalu mengalami 

keberhasilan, hal ini bisa terjadi akibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

selama program dilaksanakan di lapangan maupun akibat program yang 

dirumuskan kenyataannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga 

pada akhirnya program tersebut mengalami kegagalan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan, maka peneliti tertarik meneliti 

lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan program penanganan untuk mengatasi 

gelandangan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua-Bandung Barat. 
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 Sehingga pada akhirnya melalui proses identifikasi masalah sosial khususnya 

gelandangan, yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK) 

tersebut dapat menggambarkan sejauh mana tingkat implementasi program 

terhadap masalah tersebut. 

Adapun judul yang peneliti ambil adalah: “Implementasi Program 

Penanganan Gelandangan Oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang  

Bekerjasama Dengan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua-Bandung 

Barat”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Bagaimana implementasi program penanganan 

gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang bekerjasama dengan Balai 

Rehabilitasi Sosial Bina Karya?” 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang dan perumusan 

masalah, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana alur komunikasi antar pihak pemangku kepentingan 

program penanganan dalam mengatasi gelandangan antara Dinas 

Sosial Kota Bandung sebagai penyalur dan juga Balai Rehabilitasi 

Sosial Bina Karya? 
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2. Seberapa siap sumber daya baik itu manusia maupun finansial yang 

dimiliki Dinas Sosial Kota Bandung dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina 

Karya dalam program penanganan dalam gelandangan? 

3. Bagaimana strategi untuk menjamin sikap para pelaksana di Dinas 

Sosial Kota Bandung serta Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya agar 

dapat berkinerja semakin baik untuk penanganan program dalam 

mengatasai gelandangan? 

4. Bagaimana alur birokrasi antar pihak baik di Dinas Sosial Kota 

Bandung maupun pihak Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya untuk 

penanganan program dalam mengatasai gelandangan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

proses pelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi program 

penanganan untuk gelandangan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya, 

dengan dilihat dari siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan program 

tersebut, siapa saja yang menjadi target dan kegiatan-kegiatan apa saja yang 

dilakukan. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1.5.1 Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dapat memperkaya 

kajian mengenai masalah-masalah di masyarakat dilihat dari perspektif 

Implementasi Kebijakan Publik, dan wawasan bagi peneliti dan pihak lain 

yang berminat terhadap masalah-masalah mengenai gelandangan dan dapat 

memberikan informasi kepada peneliti dan masyarakat pada umumnya. 

1.5.2 Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aktor pelaksana 

program untuk dapat mengetahui tentang pelaksanaan dari program tersebut 

telah mencapai sasaran yang diinginkan atau tidak. 
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